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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara penganut agama islam terbesar di dunia, dimana
ini merupakan salah satu potensi yang besar dalam membangkitkan dunia
keuangan syariah.disaat ini, kita umumnya pasti sudah tidak asing lagi dengan
bank-bank yang memiliki konsep dalam mengaplikasiannya memerlukan prinsip
syariah.

Ditiap daerah di Indonesia tersebar beberapa institusi-institusi perbankan
syariah, tentunya hal ini dapat menyebabkan persaingan di dunia perbankan
syariah semakin meningkat dan akselerasi pertumbuhan aset perbankan syariah
yang sangat tinggi dan ditambah lagi dengan volume penerbitan sukuk yang terus
meningkat berdasarkan hasil data yang diperoleh dari Islamic Finance Country
Index (IFCI, 2017).

Perbankan syariah diharuskan untuk selalu melakukan upaya dalam
mengembangkan mutu yang berdaya saing tinggi agar dapat melayani kebutuhan
masyarakat dalam negeri maupun luar negeri dan merasakan kualitas produk.
Namun faktanya, pengembangan layanan dan produk untuk kebutuhan

masyarakat akan transaksi perbankan syariah belum berjalan optimal ditambah



lagi dengan produk berbasis kemitraan (Divisi Pengembangan Produk dan
Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Oleh karena itu semua jasa perbankan syariah diharuskan untuk memahami
bagaimana arti dari standar yang sudah diatur dalam pasal 1 ayat 3 peraturan
pemerintah nomor 28 tahun 2018 bahwa disebutkan standar yaitu persyaratan
teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang diatur
berdasarkan konsekuensi dari semua pihak atau pemerintah atau pihak luar yang
terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan,
lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman
masa kini dan masa yang akan datang untuk memperolah manfaat yang sebesar
besarnya.

Perbankan syariah juga memiliki fungsi sebagai suatu subyek lembaga
intermediasi yang merupakan mengerahkan dana dari lingkungan masyarakat dan
menyalurkan atau mendistribusikan kembali dana tersebut kepada masyarakat
yang membutuhkannya dalam segi pembiayaan, pembiayaan tersebut juga
merupakan sumber pendapatan yang diterima oleh bank syariah. Pembiayaan
yang ditawarkan bank syariah kepada masyarakat terdiri dari dua pembiayaan
mudharabah, dan musyarakah.

Salah satu produk yang menggunakan sistem kerjasama bagi hasil yaitu
Musyarakah. Menurut PSAK 106 Paragraf 04 bahwa Musyarakah adalah akad
kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk segala usaha tertentu yang dimana

masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa



keuntungan dibagi berdasarkan hasil kesepakatan, sedangkan kerugian
berdasarkan porsi kontribusi dana.dana tersebut meliputi kas dan aset non kas
yang diperkenankan oleh bank syariah, terdapat dua produk turunan dari akad
Musyarakah yaitu Musyarakah Permanen dan Musyarakah Muntanagishah.

PSAK 106 paragraf 4 bahwa Musyarakah Permanen adalah Musyarakah
dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya
tetap hingga akhir masa akad sedangkan Musyarakah Mutanagishah adalah
musyarakah dengan ketentuan Bagian dana salah satu mitra akan dialihkan
secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun
dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha
tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Pada PSAK 106 juga telah mengatur
perlakuan akuntansi tentang pengakuan dan pengukuran, pengungkapan dan
penyajian dalam Musyarakah. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi
terhadap pembiayaan akad Musyarakah, peneliti mengambil studi kasus yang ada
dikantor cabang daerah kota Tangerang.

Berdasarkan data laporan keuangan yang didapatkan dari 3 bank syariah yang
terbesar yang terdaftar di OJK, terdapat aset pembiayaan bagi hasil selama 3

tahun terakhir yaitu sebagai berikut :



Tabel I.1.

Jumlah pembiayaan bagi hasil yang didapatkan

Pada Bank Syariah yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
periode (2016-2018)

Dalam (jutaan)

Bank Syariah Mandiri Bank Mega Syariah Bank BNI Syariah
tahun | Mudharabah | Musyarakah tahun | Mudharabah | Musyarakah | tahun | Mudharabah | Musyarakah
2016 | 3.085.615 13.338.662 2016 2.201.350 4.152.343 2016 1.151.780 3.266.771
2017 | 3.360.363 17.640.213 2017 2.193.720 4.132.202 2017 1..139.156 | 4.336.154
2018 | 4.464.223 22.344.523 2018 2.221.030 4.147.812 2018 1.132.183 5.548.811

Sumber : Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Tangerang

Dari hasil laporan pembiayaan yang didapatkan sepanjang kurun tahun 2016
sampai dengan 2018 bahwa pada PT Bank Syariah Mandiri untuk jumlah
pembiayaan Mudharabah mengalami peningkatan sedikit sedangkan untuk
pembiayaan Musyarakah mengalami peningkatan tinggi setiap tahun,
peningkatan tersebut dikarenakan kondisi perekonomian yang sedang stabil dan
ketepatan pihak nasabah dalam menyalurkan pembiayaan akad musyarakah. pada
PT Bank Mega Syariah untuk pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah sama
sama mengalami fluktuatif, hal tersebut membuat laba yang didapatkan PT Bank
Mega Syariah tentunya cendrung fluktuatif sedangkan PT Bank BNI Syariah

mengalami penurunan untuk pembiayaan Mudharabah dan untuk pembiayaan




Musyarakah cendrung meningkat, penurunan tersebut disebabkan pihak nasabah
tidak berkomitmen dalam menjalankan kewajibannya yaitu membayar angsuran

pembiayaan akad mudharabah.

Berdasarkan latarbelakang masalah tersebut, maka peneliti sangat tertarik
untuk meneliti apakah yang membuat PT Bank Syariah Mandiri terus ngalami
peningkatan dalam hal pembiayaan Musyarakah selain yang dijelaskan diatas,
serta mengkaji apakah yang dilakukan Bank Syariah Mandiri dalam pembiayaan
akad Musyarakah sudah sesuai dalam PSAK No0.106 atau tidak. Dan untuk itu
penulis membuat Judul yang sesuai topik yaitu tentang bagaimana “Analisis
Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Akad Musyarakah Pada PT Bank
Syariah Mandiri cabang kota Tangerang berdasarkan PSAK No. 106” guna
ingin mengetahui serta mengevaluasi lebih dalam apakah PT Bank Syariah
Mandiri Cabang Kota Tangerang telah sesuai dalam melakukan pembiayaan

Musyarakah berdasarkan PSAK No. 106.

B. Perumusan Masalah

Pada laporan ini mengkaji tentang analisis implementasi akuntansi
pembiayaan musyarakah pada PT Bank Syariah Mandiri cabang Kota Tangerang,

dalam hal ini permasalahan yang penulis kaji ialah sebagai berikut :



1. Bagaimana Perlakuan Akuntansi pembiayaan akad Musyarakah
berdasarkan yang sudah diatur dalam PSAK NO. 106 di PT Bank Syariah
Mandiri Cabang Kota Tangerang?

2. Apakah Perlakuan Akuntansi pembiayaan akad Musyarakah Pada Bank
Syariah Mandiri Cabang Kota Tangerang sudah sesuai dalam PSAK No.

106?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan yang diperoleh dari penulis melakukan penelitian karya ilmiah ini

adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan akuntansi
pembiayaan musyarakah pada PT Bank Syariah mandiri cabang Kota
Tangerang.

b. Untuk memperoleh tentang gambaran umum mengenai pembiayaan akad
Musyarakah yang pada PT Bank Syariah Mandiri.

2. Manfaat Penulisan

Adapun pada penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan

manfaat sepenuhnya bagi mahasiswa, fakultas serta pihak perusahaan.

Manfaat pada penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi mahasiswa



Tentunya pada penelitian ini dapat memberikan ilmu tambahan serta
informasi tentang penerapan akuntansi pembiayaan musyarakah di PT
Bank Syariah mandiri cabang Kota Tangerang berdasarkan PSAK No.
106.

Bagi fakultas

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumber informasi serta ilmu
pengetahuan bagi mahasiswa, dosen dan pihak lainnya.

Bagi perusahaan

Sebagai sumber sumbangan pemikiran dari pihak perusahaan untuk dapat
dipergunakan sebagai bahan refrensi dan pertimbangan untuk mengatur

pembiayaan akad musyarakah agar sesuai pada PSAK No. 106.



	Dalam (jutaan)

